
 
 

 

WALIKOTA TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 26 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 

2009 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA  TASIKMALAYA, 
 

Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat 

Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan 
Umum Daerah diberikan keleluasaan dalam pola 

pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada 
masyarakat tanpa mencari keuntungan; 

b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo telah 
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, 

sehingga berdasarkan ketentuan angka 25 Pasal 61 ayat 
(2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pada 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo diatur dengan 

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. 
Soekardjo;   

c. bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan 
Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Tasikmalaya, sehingga dalam upaya 
harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan 

Wali Kota dimaksud perlu dicabut;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota  tentang Pencabutan 
Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);  
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);   

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/  Jasa 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487); 
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11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. Soekardjo pada Dinas Kesehatan Kota 

Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 49); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan    : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 

2009 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA. 

 

 
Pasal 1 

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 264), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

 
Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

      
Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 22 JUNI 2022 
                  
WALI KOTA TASIKMALAYA, 

 
 

ttd 
 
            H. MUHAMMAD YUSUF 

 
 
Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal  22 JUNI 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 
                ttd 

 
 

          H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN 
 
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 26 


